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Abstract 

An illegitimate child will have legal consequences, namely having no legal relationship with 

his or her biological father, both regarding education and inheritance. Constitutional Court 

Decision Number 46/PUU-VII/2010, provides the position and rights of children outside of 

marriage, giving rise to dualism in its application. It is necessary to examine more deeply the 

status of inheritance rights of illegitimate children according to normative juridical and 

Islamic law, as well as what the status of inheritance rights of illegitimate children is after the 

Constitutional Court decision. In Islamic law and positive law, it is stated that illegitimate 

children cannot be assigned to their (biological) father. This means that illegitimate children 

cannot inherit from each other between the child and his father and his father's family based 

on the consensus of the ulama. The Constitutional Court's decision provides the right for 

illegitimate children to have a civil relationship with their father, as long as it can be proven 

based on science and technology and/or other legal evidence. In its implementation, this 

decision still requires an explanation in the form of legislation that regulates the extent of a 

child's civil relationship with their biological father. 
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Abstrak 

Anak diluar nikah akan mempunyai akibat hukum, yaitu tidak mempunyai hubungan hukum 

dengan ayah kandungnya, baik dalam hal pendidikan maupun warisan. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, memberikan kedudukan dan hak kepada anak di luar 

nikah sehingga menimbulkan dualisme dalam penerapannya. Perlu dikaji lebih dalam 

mengenai status hak waris anak luar kawin menurut yuridis normatif dan hukum Islam, serta 

bagaimana status hak waris anak luar nikah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. 

Dalam hukum Islam dan hukum positif disebutkan bahwa anak diluar nikah tidak dapat 

diwariskan kepada ayah (biologisnya). Artinya, anak di luar nikah tidak dapat saling mewarisi 

antara anak dengan bapaknya dan keluarga bapaknya berdasarkan ijtihad para ulama. Putusan 

Mahkamah Konstitusi memberikan hak bagi anak luar nikah untuk mempunyai hubungan 

perdata dengan bapaknya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah. Dalam pelaksanaannya, keputusan ini masih 
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memerlukan penjelasan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur sejauh mana 

hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah kandungnya. 

 

Kata Kunci : Anak luar nikah, Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam, Waris 

 

A. Pendahuluan 

 Menurut Qurrotul Ainiyah sebagaimana mengutip pendapat Hammudah Abd al-

Ati. Dalam Islam, keluarga diartikan sebagai suatu jenis hubungan tertentu antar manusia 

yang dibentuk oleh agama, diatur hukum, dan diinternalisasi bagi individu.”1 Bila melihat 

definisi yang dikemukakan Abd al-Ati, perkawinan memiliki makna dan arti semakin 

dalam, sebab disamping melibatkan kedua keluarga, perkawinan bertujuan guna 

meneruskan keturunan. Keturunan merupakan suatu yang penting dari gagasan 

perkawinan. Salah satu amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yaitu anak, yang 

padanya melekat harkat, martabat dan hak yang harus dijaga. 

 Dalam hukum Islam, keturunan dari sebuah perkawinan mempunyai peranan yang 

penting pada sebuah keluarga. Hubungan hukum orang tua dengan anak akan 

menimbulkan Hak dan kewajiban. Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua wajib untuk 

mengasuh dan juga mendidik anak-anaknya mereka sebaik mungkin sampai anak tersebut 

melangsungkan sebuah perkawinan atau sampai berdikari. Kewajiban yang masih tetap 

berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.2 Anak merupakan salah satu 

ahli waris yang berhak menerima harta waris. Hubungan waris orang tua dengan anak 

didasarkan adanya hubungan darah atau juga disebut dengan hubungan nasab yang terjadi 

akibat hubungan biologis suami dan istri berdasarkan ikatan pernikahan.3 

 Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik 

menurut ketentuan hukum agama atau ketentuan administratif seperti diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.4 Anak dapat memiliki hubungan sah dengan 

ayahnya jika dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 

mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah.5 

                                                             
1 Qurrotul Ainiyah dkk, “Pembagian Waris Etnis Madura Terhadap Anak Luar Nikah di Dusun Kebonan 

Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang,” Al-Ihkam, Vol. 11:2 (Desember 2016), hlm. 338. 
2 Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
3 Suhrawardi K. Lubis dkk, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar, 1995), hlm. 53 
4 H. A. Khisni, Hukum Waris Islam, (Semarang: UNISSULA Press, 2017), hlm. 6. 
5 Pasal 42 
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 Pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang 

melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak berdasarkan ikatan perkawinan 

yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.6 Sehingga muncullah 

persoalan hukum waris di Indonesia yaitu terkait anak luar nikah. Anak luar nikah adalah 

anak yang dilahirkan tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) UU 

No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.7 Artinya anak yang lahir di luar perkawinan 

tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, baik berkenaan dengan 

pendidikan maupun kewarisan. 

 Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, meirupakan seijarah baru 

bagi hukum peirkawinan di Indoneisia yang diwarnai suasana keiteigangan kareina 

meinyangkut pe irihal hak waris anak luar nikah. Beirdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dalam amar putusanya me inyatakan, bahwa pasal 43 

ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yang me inyatakan “Anak yang dilahirkan di luar 

pe irkawinan hanya me impunyai hubungan peirdata deingan ibunya dan keiluarga ibunya,” 

be irteintangan deingan Undang-undang Dasar Reipublik Indone isia Tahun 1945 seipanjang 

dimaknai meinghilangkan hubungan pe irdata deingan laki-laki yang dapat dibuktikan 

be irdasarkan ilmu peinge itahuan dan te iknologi dan/atau alat bukti lain meinurut hukum 

teirnyata me impunyai hubungan darah se ibagai ayahnya. 

 Putusan teirse ibut meimbeirikan keidudukan dan hak anak di luar peirkawinan 

teirmasuk hak biologis bagi pe irkawinan sirri, se ihingga me inimbulkan dualismei te irkait 

pe ineirapan hukum waris anak di luar nikah. Be irdasarkan latar beilakang diatas, peinulis 

ingin me ingkaji leibih meindalam deingan kajian yang kompre ihe insif me inge inai status hak 

waris anak luar nikah se icara yuri idi is normatiif dan hukum Iislam, se irta bagai imana status 

hak wari is anak di i luar ni ikah pasca putusan Mahkamah Konsti itusi i Nomor 46/PUU-

VIiIiIi/2010. 

  

B. Metode Penelitian 

 Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang 

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

                                                             
6 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2008), hlm. 80. 
7 Pasal 43 ayat (1). 
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positif.8 Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Statute approach dilakukan dengan 

menguji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum.9 Case approach 

dilakukan dengan mengkaji subtansi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIiIiIi/2010. Tulisan ini 

memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas 

perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), serta yurispudensi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIiIiIi/2010. Bahan hukum sekunder 

terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal hukum, dan publikasi resmi dari instansi 

negara. 

 

C. Pembahasan 

Konsep Hak Waris Anak Luar Perkawinan dalam Hukum Islam 

 Cabang i ilmu yang me impe ilajarii peimbagi ian harta wariis dalam ajaran Iislam diike inal 

de ingan i ilmu fara’iidh. Iisti ilah fara’iidh meirupakan beintuk jamak darii kata fariidhah yang 

be irartii “seisuatu yang di iwaji ibkan” atau “pe imbagi ian yang te ilah diiteintukan bagi iannya.” 

Fari idhah se icara eitiimologi i be irasal darii kata “fardhu” (ke iwajiiban) yang me imi iliiki i be ibe irapa 

makna. Seitiidaknya teirdapat einam makna lafadz fariidhah, yai itu: al-qath’u (keiteitapan atau 

ke ipastiian), al-taqdiir (suatu ke iteintuan), al-i inzal (meinurunkan), al-tabyiin (pe injeilasan), al-

i ihlal (meinghalalkan), dan al-‘atha’ (peimbe iriian).10 Se ibagai imana meinurut Tiim Pe inyusun 

Komi ite i Fakultas Syari iah Uni ive irsi itas Al-Azhar Me isi ir yang di ikuti ip oleih Lutfi i. 

 Iilmu farai id se icara teirmiinologi is me irupakan iilmu yang me impeilajarii teintang 

pe imiindahan harta peiniinggalan dari i se ise iorang yang te ilah meiniinggal duni ia ke ipada 

pe ineiri ima yang masi ih hi idup, teirmasuk meinge inai i harta yang di iti inggalkan, peine iri ima yang 

be irhak dan bagi ian yang di ite iriima oleih masi ing-masi ing ahli i wari is, se irta cara peinye ile isai ian 

pe imbagi ian harta peini inggalan teirse ibut.11 Di i Iindone isi ia, deifi ini isi i hukum wariis sudah 

di ibakukan. Seibagai imana pasal 171 huruf (a) KHIi, me indi ifi iniisi ikan hukum ke iwariisan 

adalah hukum yang me ingatur teintang pe irpi indahan hak keipeimi iliikan harta peiniinggalan 

                                                             
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 

2008), hlm. 294. 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), hlm. 93. 
10 Muhammad Lutfi Hakim, Fiqh Mawaris I, (Kalimantan: IAIN Pontianak Press, 2020), hlm. 1. 
11 Ahmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 13. 
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(tiirkah) peiwari is, meine intukan siiapa-si iapa yang be irhak meinjadii ahlii wariis dan be irapa 

bagi iannya masi ing-masi ing.12 

 Pe irke imbangan hukum wariis Iislam dii Iindone isi ia meinghadapi i beibe irapa masalah 

konteimpore ir, salah satunya adalah hak wariis anak di i luar ni ikah. Apabi ila se iorang anak 

di ilahiirkan oleih se iorang pe ire impuan yang ti idak meiniikah se icara sah deingan lakii-laki i yang 

meilakukan hubungan seiksual deingannya, maka anak teirse ibut diianggap ti idak sah. 

De imiiki ian pula hubungan di i luar ni ikah meingacu pada hubungan antara antara seiorang pri ia 

dan se iorang wani ita yang me impunyai i pote insi i untuk me impunyai i anak, namun tiidak te iriikat 

oleih batasan hukum dan agama dalam peirni ikahan.13 

 Dalam Iislam, teirdapat langkah-langkah khusus untuk me ine itapkan gariis ke iturunan 

atau hubungan deingan i indi ivi idu lai in. Hal i inii dapat diiteintukan meilaluii peirkawi inan atau 

pe ingakuan nasab (iisti ilhaq/iiqraru bi in nasab). Ke iabsahan nasab seise iorang me ilalui i 

pe irniikahan beirgantung pada adanya i ikatan yang sah dan ti idak beirgantung pada bukti i 

tambahan apapun.14 

 Me inurut Wahbah Zuhai ilii, Pe irni ikahan sah dan fasi id meinjadii salah satu alasan 

pe ineintuan keiturunan (nasab). Ke inyatannya, gari is ke iturunan di iteintukan me ilalui i 

pe irniikahan, walaupun peirniikahan fasiid atau urfii. Arti inya, akad niikah yang di itandatangani i 

tanpa adanya akta ni ikah dii Kantor catatan si ipi il. Se ilaiin i itu, jiika se ise iorang me ingaku bahwa 

anak yang di iakui inya adalah hasiil zi ina, maka iiqrarnya di ianggap batal. Peirzi inahan bukanlah 

dasar yang sah untuk me ineitapkan gariis ke iturunan, kareina peirbuatan iitu seindi iri i diianggap 

tiidak layak. Si ilsi ilah, se ibagai i anuge irah yang be irharga, ti idak dapat diipeirole ih de ingan 

meilakukan aktiivi itas te irlarang.15 

 Dalam peirni ikahan, untuk meine intukan nasab anak harus seisuai i deingan syarat-

syarat se ibagai i be iriikut:16 

a. Me inurut peindapat Hanabiilah, Syafi i’i iyyah, Hanafi iyyah dan Maliiki iyyah. Suami i se icara 

adat sudah mampu meinggauli i iistri inya (sudah baliigh) te itapi i, dalam peineintuan usiia 

murahiiq, meire ika be irbeida pe indapat. Meinurut Hanabi ilah iialah yang sudah me incapaii 

                                                             
12 Pasal 171 huruf a, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
13 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam, hlm. 80. 
14 Sulhani Hermawan, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia, (Jakarta: 

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 290. 
15 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10, Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), hlm. 39. 
16 Ibid. hlm. 32. 
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usi ia seipuluh tahun. Hanafiiyyah be irpe indapat murahiiq iitu beirusi ia dua beilas tahun. 

Be irarti i nasab iitu tiidak dapat diiteintukan oleih anak yang be ilum baliigh, ti idak mampu 

meilakukan seinggama. 

b. Me inurut peindapat ulama Hanafiiyyah, lahi irnya anak seiteilah einam bulan darii waktu 

pe irniikahan. Adapun me inurut peindapat mayori itas ulama, darii teirjadiinya se inggama 

se iteilah ni ikah. Apabi ila dalam waktu einam bulan darii yakni i dari i batas mi iniimal masa 

ke ihamiilan, mayori itas ulama seipakat bahwa nasab anak tiidak diii ikutkan pada suamiinya. 

Me imungki inkan teirjadii keihamiilan teirjadii se ibeilum niikah, teirke icualii apabiila suamii 

meingakui i bahwa anak teirse ibut se ibagai i darah dagiingnya. Ke imungki inan yang bi isa 

teirjadii i ialah seipeirti i hamiil dii luar niikah, adanya akad laiin, akad yang fasi id, atau kareina 

wathii’syubhah. Hal iitu teirjadii kareina untuk keimaslahatan anak dan untuk meinutup aiib. 

Pe ine intuan batas miiniimal masa keihamiilan, mayori itas ulama meinggunakan dali il 

pe inggabungan dua ayat dalam Al-Qur’an yai itu:  

Surat al-Ahqaaf ayat 15: 

ثوُنَ شَهۡرًا  ۖ   ََٰ لهُُۥ ثلَ  وَحَمۡلهُُۥ وَفِصََٰ
    “Meingandungnya sampai i me inyapiihnya adalah tiiga puluh bulan”17 

Surat Luqman ayat 14: 

لهُُۥ فيِ عَامَيۡنِ   وَفِصََٰ
   “Me inyapiihnya dalam dua tahun.”18 

Pada ayat pe irtama, meine igaskan bahwa masa keihamiilan sampaii me inyapi ih 

ke iduanya me incapaii waktu tiiga puluh bulan. Ayat ke idua, meine ikankan seilama masa 

dua tahun meirupakan proseis me inyapi ih. Lama masa keihamiilan yai itu einam bulan, 

se iteilah diiambiil masa dua tahun untuk prose is pe inyapi ihan. Ke isi impulan yang te ilah 

di ikuatkan beirdasarkan riise it dokteir dan buktii nyata.19 

c. Se iteilah akad niikah me imungki inkan adanya pe irte imuan keidua me impeilaii se icara 

langsung. 

Se idangkan pe ine intuan nasab dalam peirniikahan fasiid di isyaratkan tiiga hal:20 

                                                             
17 Al-Ahqaf (46): 15 
18 Luqman (31): 14. 
19 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10, hlm. 28. 
20 Ibid. hlm. 37 
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1. Suamii te irmasuk orang yang mampu meinghami ilii, yai itu de ingan usi ia yang sudah 

baliigh me inurut Maliiki iyyah dan Syafi i’i iyyah, atau murahi iq meinurut Hanafi iyyah 

dan Hanabi ilah. 

2. Me ilakukan hubungan suamii i istrii. 

3. Jiika piihak wani ita meilahiirkan seite ilah einam bulan atau leibi ih darii se ijak dukhul atau 

khalwat meinurut Maliikiiyyah, atau dari i se ijak dukhul meinurut Hanafi iyyah. Ji ika 

i istrii me ilahiirkan anak seibe ilum leiwat einam bulan darii dukhul dan khalwat, maka 

nasab anak tiidak di iiikutkan keipada piihak le ilakii. 

Dalam fiiqh di iteintukan bahwa anak yang di ilahiirkan iibunya dari i jalan yang ti idak 

syar’i i atau buah hasiil hubungan yang di iharamkan maka diise ibut deingan anak zi ina. Seimua 

ulama darii eimpat madzhab fiiqh (Madzhab Hanafi iyah, Maliiki iyyah, Syafi i’i iyyah dan 

Hanabi ilah) teilah seipakat bahwa anak hasiil zi ina i itu tiidak meimiiliiki i nasab darii pi ihak lakii-

lakii (ayah bi iologi isnya), arti inya anak teirse ibut tiidak meimiiliiki i bapak, meiski ipun lakii-lakii 

yang me inzi inahi inya te ilah meingaku bahwa di ia iitu anaknya se ibagai imana teilah diijeilaskan 

di i atas. Hal iini i beirlaku bagi i waniita yang di izi inai i i itu teilah beirsuamii atau pun tiidak 

be irsuamii. Anak hasi il hubungan di i luar ni ikah tiidak dapat dii nasabkan keipada ayah 

(bi iologi isnya), te itapii di inasabkan keipada iibunya.21 

Ke ite intuan teintang status anak sah diidasarkan keipada peirkawi inan yang sah 

teirse ibut di idasarkan oleih para ulama fiiqh pada seibuah hadiits yang be irbunyi i: 

 

 الوَلدَُ لِلفِرَاشِ وَلِلعاَهِرِ الحَجَرُ 

Artinya: 

“Nasab se iorang anak iitu di inasabkan keipada keidua orang tuanya yang 

me ilakukan peirse itubuhan dalam peirni ikahan yang sah, se idangkan bagiian bagi i yang 

be irzi ina i itu batu”. 

Be irdasarkan hadiits teirse ibut, nasab seiorang anak i itu diini isbatkan keipada ayahnya 

jiika di ihasiilkan darii niikah yang sah. Adapun anak darii hasi il zi ina maka tiidak layak 

di ijadiikan se ibab peingakuan nasab, dan haknya orang yang be irzi ina adalah di irajam atau 

di ileimparii de ingan batu.22 

                                                             
21 Sulhani Hermawan, Problematika Hukum Kewarisan, hlm. 291. 
22 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10, hlm. 27. 
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 Hubungan ke ike irabatan atau hubungan nasab me injadii salah satu seibab ahlii 

wari is meindapatkan wariisan diikareinakan adanya hubungan darah (nasab), dan 

se ibagai imana juga teilah diijeilaskan dii atas pe ineintuan gari is nasab diiteintukan beirdasarkan 

pe irkawiinan yang sah. 

Se ise iorang di ipandang meimpunyai i hubungan keiwariisan di ikareinakan tiiga faktor, 

yai itu: 

1. Hubungan kekerabatan 

Hubungan ke ike irabatan diiteintukan berdasarkan hubungan darah deingan orang 

yang me ilahiirkannya. Wahbah Az-Zuhai ili i meinggunakan i isti ilah keike irabatan atau 

dalam iisti ilah laiin adalah nasab hakiiki i, adalah ahlii wariis yang me indapatkan harta 

wari isan di ise ibabkan keilahiiran. Tiidak jarang di ise ibut juga de ingan ahlii wari is 

nasabi iyah, yai itu se ise iorang di ise ibabkan adanya hubungan darah (nasab) maka 

meimpe irolah bagiian harta peini inggalan.23 

 Di itiinjau darii gari is yang me inghubungkan nasab antara yang di iwari isi i de ingan 

yang me iwari isi i, keirabat dapat diigolongkan meinjadii ti iga, yai itu: 

1) Furu’, yai itu anak turun (cabang) darii si i pe iwari is. 

2) Ushul, yai itu le iluhur (pokok) yang me inye ibabkan adanya pe iwariis. 

3) Hawasyi i, yai itu keiluarga yang di ihubungkan deingan si i pe iwariis me ilaluii gari is 

meinyampi ing se ipe irti i saudara, paman, biibi i, dan anak turunannya tanpa meimbe ida-

be idakan antara lakii-laki i dan pe ireimpuan.24 

2. Hubungan perkawinan 

Pe irkawi inan yang sah me inye ibabkan adanya hubungan hukum saliing me iwari isi i 

antara suamii dan iistri i. Pe irkawiinan yang sah adalah peirkawi inan yang syarat dan 

rukunnya te irpeinuhi i, baiik meinurut keiteintuan hukum agama maupun keite intuan 

admiini istratiif se ibagaiimana diiatur dalam peirundang-undangan yang be irlaku. Te intang 

syarat admiini istratiif iini i, masiih te irdapat pe irbeidaan peindapat.25 Me inurut Maiimun 

Nawawi i, hubungan pe irkawi inan yang me inye ibabkan me indapatkan wariisan adalah 

pe irniikahan yang sah, yai itu pe irni ikahan yang di ilangsungkan de ingan me ime inuhii rukun 

dan syarat pe irniikahan seisuai i de ingan hukum Iislam.26 

                                                             
23 Lutfi Hakim, Fiqh Mawaris I, hlm.36 
24 Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam, hlm. 29. 
25 A. Khisni, Hukum Waris Islam, hlm. 6 
26 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm.87 



 

-----------------------------------------------------Jurnal El-Qanuniy-------------------------------------------------- 

Volume 10 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2024 
 

 

Status Kewarisan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif.....Oleh Agung Nursufa Imadudin| 94  

3. Hubungan Wala’ 

Be irdasarkan teirmiinologi i hukum Iislam, wala’ meirujuk pada hubungan 

ke ikeirabatan meinurut syari iat seibagai imana diite itapkan oleih syari iah antara mu’tiiq 

(yang me imeirde ikakan) deingan mu’taq (yang di ime irde ikakan) ataupun yang ti imbul 

antara iindi ivi idu de ingan i indi ivi idu lai in yang di ise ibabkan oleih muwalah dan sumpah. 

Al-wala’ adalah hubungan wariisan akiibat seise iorang me ime irdeikakan hamba 

sahaya (budak).27 

Dari i hasi il peinje ilasan dii atas, berdasarkan hukum Islam yakni anak yang lahi ir 

be irdasarkan hubungan dii luar pe irkawiinan (anak zi ina) tiidak biisa sali ing me iwari isi i antara 

anak iitu, ayahnya dan keiluarga ayahnya sebagaimana iijma’ ulama. Diia hanya me iwariisi i 

darii gari is i ibu saja, se ibab nasabnya dari i arah ayah te irputus. 

 

Konsep Hak Waris Anak Luar Perkawinan dalam Hukum Positif 

Ke ite intuan pada Pasal 832 Ki itab Undang-Undang Hukum Pe irdata diise ibutkan, 

“yang be irhak meinjadii ahli i wariis adalah ke iluarga se idarah, baiik sah meinurut bai ik sah 

meinurut maupun luar kawiin dan si i suami i atau iisteiri i yang hi idup te irlama.” Ke imudi ian 

Pasal 280 meinye ibutkan, “deingan pe ingakuan teirhadap anak luar kawiin, te irlahiirlah 

hubungan pe irdata antara anak iitu dan bapak atau iibunya.”28 Be irdasarkan keite intuan KUH 

Pe irdata teirse ibut, maka anak luar kawiin dapat meini imbulkan hubungan peirdata teirhadap 

bapak dan iibu bi iologi isnya se ipanjang ada pe ingakuan se icara sah meinurut Undang-undang. 

Kompi ilasi i Hukum Iislam (KHIi) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 te intang 

Pe irkawi inan tiidak meinye ibutkan me inge inai i pe inge irti ian anak luar kawiin se icara eikspli isi it, 

akan teitapii UU No.1 Tahun 1974 maupun KHIi me ingklasi ifi ikasi i meinjadii anak sah dan 

anak luar kawiin, meinggunakan parameiteir peirkawi inan orang taunya. Se ibagai imana yang 

teirtuang dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 yang me inyatakan, “anak yang sah adalah 

anak yang di ilahi irkan dalam atau seibagai i aki ibat peirkawiinan yang sah.”29 

1. Anak yang di ilahiirkan dalam atau akiibat pe irkawiinan yang sah. 

2. Hasi il pe irbuatan suamii i iste iri i yang sah di iluar rahiim dan di ilahiirkan oleih i iste iri i 

teirse ibut. 

                                                             
27 Lutfi Hakim, Fiqh Mawaris I, hlm.39. 
28 Pasal 280 
29 Pasal 42 
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Ada dua hal yang di igunakan untuk meine intukan sahnya anak me inurut Undang-

undang pe irkawi inan maupun KHIi, yai itu anak di ilahiirkan dalam peirkawi inan atau aki ibat 

pe irkawiinan yang sah, artiinya anak lahiir se ipanjang pe irkawi inan orang tuanya 

be irlangsung. Maka anak yang lahi ir se ibagai i akiibat darii pe irkawiinan teirse ibut dapat 

di inasabkan keipada bapaknya. 

Apabi ila status peirkawi inannya tiidak sah, maka anak teirse ibut hanya bi isa 

di inasabkan keipada iibunya, se ibagai imana ke iteintuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

undang pe irkawi inan, yang me inyatakan bahwa “anak yang di ilahiirkan di i luar peirkawi inan 

hanya me impunyai i hubungan pe irdata deingan i ibunya dan ke iluarga i ibunya”30 dan Pasal 

100 KHIi yang me inyatakan bahwa “anak yang lahiir di i luar peirkawiinan hanya me impunyaii 

hubungan nasab de ingan i ibunya dan ke iluarga i ibunya.”31 Salah satu konse ikueinsi i yang 

tiimbul darii ke iteintuan teirse ibut adalah peingaturan teintang hak wariis yang hanya meimi iliikii 

hubungan ke iwari isan de ingan i ibunya dan ke iluarga darii pi ihak iibunya, se ibagai imana diiatur 

dalam pasal 186 Kompi ilasii Hukum Iislam (KHIi).32 

 

Status dan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

 Pada tahun 2012 yang lalu, meimbuat putusan yang me inge ijutkan banyak 

pi ihak, yai itu deingan di ikeiluarkannya putusan Mahkamah Konsti itusii RIi nomor 46/PUU-

VIiIiIi/2010 te intang keidudukan anak dii luar kawiin. Putusan iinii meini imbulkan pro dan 

kontra dii kalangan masyarakat, akadeimiisi i, ormas Iislam dan kalangan-kalangan lai innya. 

Be irdasarkan putusan Mahkamah Konsti itusii Nomor 46/PUU-VIiIiIi/2010 

(se ilanjutnya di ise ibut Putusan MK No. 46/PUU-VIiIiIi/2010), bahwa pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor Tahun 1974 teintang Pe irkawi inan yang meinyatakan “anak yang 

di ilahiirkan dii luar peirkawi inan hanya me impunyai i hubungan pe irdata deingan i ibunya dan 

ke iluarga iibunya”, be irteintangan de ingan Undang-Undang Dasar Ne igara Re ipubliik 

Iindone isi ia Tahun 1945 seipanjang diimaknaii meinghi ilangkan hubungan pe irdata deingan 

lakii-laki i yang dapat di ibukti ikan beirdasarkan i ilmu peinge itahuan dan teiknologi i dan/atau 

alat buktii laiin meinurut hukum teirnyata meimpunyai i hubungan darah seibagai i ayahnya. 

”Mahkamah Konsti itusii me inyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

                                                             
30 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1). 
31 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 29 
32 Ibid., hlm. 54. 
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Tahun 1974 yang me inyatakan, “anak yang di ilahiirkan dii luar peirkawi inan hanya 

meimpunyai i hubungan pe irdata deingan i ibunya dan ke iluarga i ibunya”, ti idak meimi iliikii 

ke ikuatan hukum meingi ikat, se ihi ingga ayat teirse ibut harus diibaca, “anak yang di ilahi irkan 

di i luar peirkawiinan meimpunyai i hubungan peirdata deingan i ibunya dan keiluarga iibunya 

se irta deingan laki i-laki i se ibagai i ayahnya yang dapat di ibukti ikan beirdasarkan i ilmu 

pe inge itahuan dan teiknologi i dan/atau alat buktii laiin me inurut hukum meimpunyai i 

hubungan darah, teirmasuk hubungan pe irdata deingan ke iluarga ayahnya”33 

 Putusan MK No. 46/PUU-VIiIiIi/2010 be irmula darii adanya pe irmohonan 

judiici ial re iviie iw yang di iajukan oleih pe imohon Ii yang be irnama Hj. Ai isyah Mochtar aliias 

Machiicha biintii H. Mochtar Iibrahi im dan pe imohon IiIi yang be irnama Muhammad Iiqbal 

Ramadhan biin Moe irdiiono meingajukan judi iciial reivi ieiw atas pasal 2 ayat (2)34 dan pasal 

43 ayat (1)35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 teintang Pe irkawi inan teirhadap pasal 28B 

ayat (1)36 dan ayat (2)37 dan pasal 28D ayat (1)38 Undang-Undang Dasar 1945. 

 De ingan de imi ikiian, maka putusan MK te irse ibut teilah meimiiliiki i keikuatan hukum 

yang me ingi ikat bagi i se iluruh masyarakan Iindone isi ia seijak di iucapkan dalam si idang te irbuka 

untuk umum pada tanggal 27 fe ibruarii 2012, se ibagai imana dalam peinje ilasan pasal 10 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 te intang Mahkamah Konsti itusi i se ibagai imana 

di iubah deingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 di ije ilaskan “Putusan Mahkamah 

Konsti itusi i be irsi ifat fiinal, yakni i putusan Mahkamah Konsti itusi i langsung me impe iroleih 

ke ikuatan hukum teitap se ijak diiucapkan dan tiidak ada upaya hukum yang dapat 

di iteimpuh.”39 Maka ke iteintuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pe irkawi inan tiidak 

meimi ilkii hukum meingi ikat. 

 Putusan MK No. 46/PUU-VIiIiIi/2010, me irupakan keiteintuan hukum baru dalam 

hukum peirkawi inan yang ti idak peirnah ada seibe ilumnya. Mahkamah Konsti itusii 

                                                             
33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
34 Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat, menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku” 
35 Pasal 43 ayat (1) menyatakan, “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
36 Pasal 28B ayat (1) menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah” 
37 Pasal 28B ayat (2) menyatakan, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” 
38 Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 
39 Pasal 10 ayat (1) 
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be irpeindapat: pe irtama, bahwa ti idak te ipat dan tiidak adi il jiika hukum meimbeibaskan lakii-

lakii yang me ilakukan hubungan seiksual yang me inye ibabkan keihamiilan dan keilahi iran 

anak teirse ibut darii tanggung jawabnya se ibagai i se iorang bapaknya, ke idua, bahwa aki ibat 

darii pe iriisti iwa hukum keilahiiran kareina ke ihamiilan yang di idahuluii de ingan hubungan 

se iksual antara seiorang pe ire impuan deingan se iorang lakii-laki i, adalah hubungan hukum 

yang di i dalamnya te irdapat hak dan keiwajiiban tiimbal baliik, yang subje ik hukumnya 

meili iputii anak, iibu, dan bapak, dan keitiiga, bahwa hukum harus meimbeiriikan pe irliindungan 

dan keipasti ian hukum yang adi il te irhadap status anak yang di ilahi irkan dan hak-hak yang 

ada padanya, teirmasuk anak yang di ilahi irkan meiski ipun ke iabsahan peirkawi inannya masi ih 

di ipeirse ingke itakan.40 

Pandangan masyarakat teirhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIiIiIi/2010 te irse ibut 

teirbe ilah meinjadii 2 (dua) ke ilompok, seibagai i be iriikut: ke ilompok peirtama meindukung 

putusan iini i deingan alasan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIiIiIi/2010 me irupakan 

teirobosan hukum yang progre isi if dalam meiliindungi i hak-hak konsti itusi ional anak. 

Se imeintara bagi i keilompok keidua yang me inolak, teirmasuk dii antaranya MUIi, meini ilaii 

bahwa putusan iini i tiidak se isuaii deingan hukum iislam, meilanggar tujuan hukum dan aturan 

hukum peirkawi inan, se irta reintang di imanfaatkan untuk meile igalkan peirzi inahan.41 

Lahi irnya kontrove irsi i teirhadap putusan MK te irse ibut beirmula darii peinggunaan 

teirmi inologi i “anak yang di ilahiirkan dii luar peirkawi inan” yang ti idak peirnah diideifi ini isi ikan 

se icara jeilas baiik dalam Undang-undang pe irkawiinan maupun dalam putusan Mahkamah 

Konsti itusi i iitu se indi irii. 

Pe irubahan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Pe irkawi inan, teilah meimunculkan 

hukum baru, yai itu adanya hubungan pe irdata antara anak deingan ayahnya dan ke iluarga 

ayahnya dan ke iluarga ayahnya yang me inye ibabkan pe irluasan makna beirupa hubungan 

nasab, mahram, hak dan keiwajiiban, walii ni ikah seirta hubungan keiwariisan. Teintunya hal 

i inii sangat be irtolak beilakang de ingan konse ip fiiqh klasi ik seihi ingga me ini imbulkan 

pe irdeibatan panjang aki ibat hukum yang teirkandung dalam frasa hubungan pe irdata. 

Pe irluasan makna hubungan pe irdata teirjadi i di ikareinakan MK ti idak meimbe iriikan batasan 

                                                             
40 Mukti Arto, “Hukum Ta’zir Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian Dari Harta Waris Untuk 

Anak Luar Nikah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama”, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/ 

publikasi/artikel/tazir-ayah-biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192 , akses 28 September 2021, hlm. 2. 
41 Siti Musawwamah, “Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan 

Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis” Nuansa, Vol. 10:1 (Juni 2013), hlm. 188. 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/%20publikasi/artikel/tazir-ayah-biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/%20publikasi/artikel/tazir-ayah-biologis-a-wasiat-wajibah-oleh-a-mukti-arto-192
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yang je ilas seijauh mana makna darii hubungan pe irdata pada putusan MK No. 46/PUU-

VIiIiIi/2010. 

Se ibagai imana teilah diijeilaskan dii atas, anak yang lahi ir tanpa peirkawi inan atau 

di ikeinal anak zi ina, dalam keiteintuan fiiqh hanya akan me imiiliiki i hubungan nasab de ingan 

i ibu yang me ilahi irkannya saja. Apabi ila diikai itkan deingan pe ingakuan hak ke ipeirdataan anak 

yang lahiir di i luar peirkawiinan meilaluii Putusan MK No. 46/PUU-VIiIiIi/2010, masyarakat 

be iranggapan bahwa putusan diimaksud teilah meineimpatkan anak hasiil zi ina seitara deingan 

anak yang lahi ir dari i pe irkawiinan yang sah. Le ibi ih jauh lagi i, Putusan MK No. 46/PUU-

VIiIiIi/2010 juga di ianggap se icara tiidak langsung te ilah meileigali isasi i pe irbuatan ziina yang 

jeilas meirupakan peirbuatan teirce ila dan meilanggar norma agama dan keisusi ilaan.42 

Majeili is Ulama Iindone isi ia (MUIi) me imandang putusan MK te irse ibut me imiiliiki i 

konse ikue insi i yang sangat luas, teirmasuk meinge isahkan hubugan nasab, wariis, wali i dan 

nafkah antara anak hasi il zi ina dan leilakii yang me inye ibabkan ke ilahiirannya, di imana hal 

de imiiki ian tiidak diibe inarkan oleih ajaran Iislam. Maka oleih kare inanya MUIi me ire ispon 

Putusan MK No. 46/PUU-VIiIiIi/2010, de ingan me inge iluarkan fatwa MUIi No. 11 Tahun 

2012 te intang ke idudukan anak hasiil zi ina dan pe irlakuan teirhadapnya, di iktum ke ite intuan 

hukum dalam fatwa teirse ibut, seibagai i be iri ikut: 

1. Anak hasi il zi ina tiidak meimpunyai i hubungan nasab, walii niikah, wariis dan nafaqah 

de ingan le ilakii yang me inye ibabkan ke ilahiirannya. 

2. Anak hasi il zi ina hanya meimpunyai i hubungan nasab, wariis, dan nafaqah deingan 

i ibunya dan ke iluarga iibunya. 

3. Anak hasi il zi ina tiidak meinanggung dosa pe irzi inaan yang di ilakukan oleih orang yang 

meingaki ibatkan keilahiirannya. 

4. Pe izi ina diike inakan hukuman hadd oleih pi ihak yang be irwe inang untuk keipe intiingan 

meinjaga ke iturunan yang sah (hi ifzh al-nasl). 

5. Pe imeiri intah beirwe inang me injatuhkan hukuman ta’ziir le ilaki i pe izi ina yang 

meingaki ibatkan lahiirnya anak de ingan me iwajiibkannya untuk: 

a. Me incukupii ke ibutuhan hiidup anak teirse ibut. 

b. Me imbeiri ikan harta seite ilah iia meiniinggal me ilaluii wasi iat wajiibah. 

                                                             
42 Haniah Ilhami, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” Mimbar Hukum, 

Vol. 30:1 (Februari 2018), hlm. 3. 
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6. Hukuman se ibagai imana diimaksud nomor 5 beirtujuan meiliindungi i anak, bukan untuk 

meinsahkan hubungan nasab antara anak teirse ibut deingan le ilakii yang me ingaki ibatkan 

ke ilahiirannya.43 

De ingan de imiiki ian, Majeili is Ulama Iindone isi ia (MUIi) be irpeindapat bahwa untuk 

meili indungi i hak-hak anak hasi il zi ina ti idak di ilakukan deingan me imbeiri ikan hubungan 

pe irdata keipada lakii-laki i yang me ingaki ibatkan keilahiirannya, me ilaiinkan de ingan 

meinjatuhkan ta’ziir atas lakii-laki i te irse ibut be irupa keiwajiiban me incukupii ke ibutuhan hi idup 

anak teirse ibut dan meimbeiri ikan harta seiteilah i ia meiniinggal me ilaluii jalan wasiiat wajiibah. 

 Konse ikue insi i yuri idi is lai in atas Putusan MK No. 46/PUU-VIiIiIi/2010, dalam uji i 

mateiriii il atas pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 te intang Pe irkawi inan, 

ke iluarnya Surat Eidaran Mahkamah Agung (SE iMA) Nomor 7 Tahun 2012, hasiil 

pe imbahasan komiisi i IiIi Bi idang Pe iradi ilan Agama dalam Rakeirnas MA Tahun 2012 di i 

Manado, yang me ine itapkan bahwa anak yang lahi ir darii hubungan di i luar niikah dan 

pe irniikahan dii bawah tangan (niikah si irri i teirmasuk niikah mut’ah) beirhak meindapatkan 

nafkah dan peimbagi ian se ibagi ian harta pe iniinggalan bapak bi iologi isnya me ilaluii wasi iat 

wajiibah.44 

 Ke ite intuan wasiiat wajiibah dii atas meirupakan hasiil iijtiihad para ulama dalam 

meinafsi irkan surat Al-Baqarah (2): 180: 

لِديَۡنِ وَٱلۡۡقَۡرَبيِنَ  كُتبَِ عَليَۡكُمۡ إِذاَ حَضَرَ أحََدكَمُُ ٱلۡمَوۡتُ إنِ ترََكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوََٰ

 قًّا عَلىَ ٱلۡمُتَّقِينَ  بٱِلۡمَعۡرُوفِ  حَ 
Artinya:  

“Di iwaji ibkan atas kamu, apabiila se iorang di i antara kamu keidatangan (tanda-tanda) maut, 

jiika iia me iniinggalkan harta yang banyak, be irwasi iat untuk iibu-bapak dan kariib keirabatnya 

se icara ma'ruf, (i ini i adalah) keiwaji iban atas orang-orang yang be irtakwa.”45 

 De ingan me imposi isi ikan Al-Baqarah (2): 180 se ibagai i ayat muhkamah yang be irsi ifat 

umum yang me incakup waliidai in dan aqrabi in. Ke iumuman ayat te irse ibut di itakhsiis ole ih ayat-

ayat keiwari isan An-Ni isa’ (4): 11-12 dan hadiis Nabi i Saw, laa wasiiyyata lii wari isi in. Jadii 

ke iteintuan Al-Baqarah (2): 180 hanya be irlaku bagi i waliidai in dan aqrabiin yang me inurut 

                                                             
43 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan 

Perlakuan Terhadapnya. 
44 Mukti Arto, “Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta’zir dan Penyelesaiannya di Pengadilan 

Agama,”https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-nafkah-anak-luar-nikah-sebagai-

tazir-dan-penyelesaiannya-di-pengadilan-agama-oleh-a-mukti-arto-152, akses 28 September 2021, hlm. 9. 
45 Al-Baqarah (2): 180. 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-nafkah-anak-luar-nikah-sebagai-tazir-dan-penyelesaiannya-di-pengadilan-agama-oleh-a-mukti-arto-152
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-nafkah-anak-luar-nikah-sebagai-tazir-dan-penyelesaiannya-di-pengadilan-agama-oleh-a-mukti-arto-152
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ke iteintuan umum keiwari isan tiidak meindapat wariisan. De ingan me itodei pe imahaman 

de imiiki ian, peineirapan wasi iat wajiibah dapat di ipeirluas cakupannya ti idak hanya ke ipada cucu 

yang te irhalang oleih saudara bapaknya, se ibagai imana dalam Undang-undang Wasi iat Me isi ir, 

namun meincakup seimua ahlii wariis yang ti idak meindapat wariisan kareina adanya halangan 

ke iwariisan atau kareina statusnya bukan se ibagai i pe ineiri ima wariisan.46 

 Se icara formal, pada tataran praktiis pe iradi ilan, fatwa MUIi di ite itapkan untuk meinjadi i 

salah satu hukum mateiri iiil untuk di igunakan di i Pe ingadi ilan Agama/Mahkamah Syar’i iyah.47 

Di inamiika iinteirnal liingkungan pe iradiilan agama saat iini i beirusaha meindorong lahiirnya 

putusan-putusan haki im yang be irmutu de ingan di itandaii antara laiin bahwa putusan teirse ibut 

meingandung pe imbaharuan hukum Iislam. Me ilaluii usaha peimbaharuan hukum Iislam iini i, 

maka putusan hakiim harus be irpiijak pada pri insi ip-pri insi ip dasar syari iah yang di ike imbangkan 

meilaluii asas-asas hukum Iislam baiik yang beirsi ifat umum maupun khusus.48 Oleih kare ina 

i itu, hakiim diidorong untuk me inggali i, meimahamii dan meingi ikuti i niilaii-ni ilai i hukum dan 

ke iadiilan dalam masyarakat, teirmasuk di i dalamnya me inggunakan fatwa MUIi se ibagai i salah 

satu peidoman hukum Iislam dalam masyarakat. 

  

D. Penutup 

Status anak luar niikah dalam hukum Iislam maupun hukum posiiti if meimiili iki i 

pe irsamaan yai itu anak teirse ibut tiidak dapat diinasabkan keipada bapak (biiologi isnya). Maka 

anak yang lahi ir di i luar niikah yang sah ti idak dapat saliing me iwari isi i antara anak, ayahnya 

dan keiluarga ayahnya be irdasarkan iijma’ ulama. Deimi ikiian juga di iatur dalam Pasal 43 ayat 

(1) UU No.1 Tahun 1974 teintang Pe irkawi inan, pasal 100 KHIi dan pasal 186 KHIi. Se iteilah 

adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIiIiIi/2010, anak luar peirkawiinan meimiili ikii hubungan 

ke ipeirdataan deingan ayahnya dan ke iluarga ayahnya, se ipanjang dapat diibuktiikan 

be irdasarkan iilmu peinge itahuan dan teiknologi i dan/atau alat buktii laiin meinurut hukum. 

Dalam peine irapannya putusan MK te irse ibut masiih meime irlukan peinjeilasan be irupa 

pe irundang-undangan yang meingatur se ijauh mana hubungan keipeirdataan anak deingan 

bapak biiologi isnya. Adanya putusan MK te irse ibut juga tiidak meinye ibabkan bole ihnya 

hukum Iislam diilanggar atau diiabaiikan, oleih kareinanya Majeili is Ulama Iindone isi ia teilah 

                                                             
46 Riyanta, Hubungan Muslim dan Non-Muslim, hlm. 136-137. 
47 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 57. 
48 Haniah Ilhami, Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hlm. 6. 
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meinge iluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 teintang Ke idudukan Anak Hasi il Zi ina dan 

Pe irlakuan Teirhadapnya, yang berisi pada pokoknya bahwa anak hasil zina tidak 

mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang 

menyebabkan kelahirannya. Maka berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, dapat 

di ipastiikan bahwa anak yang lahi ir beirdasarkan hubungan di i luar peirkawi inan (anak zi ina) 

tiidak bi isa saliing me iwari isi. 
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